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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang 
berlandaskan pada undang-undangn dasar 1945 dan berasaskan pancasila. 
Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara 
menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sector pelayanan 
masyarakat tak terkecuali bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan 
pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka 
diperlukan dukungan dan peranserta seluruh potensi masyarakat. Agar dalam 
proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancer diperlukan adanya 
hubungan yang selaras, serasi, dan berimbang antara pemerintah dengan 
masyarakat. Pembengunan nasional merupakan suatu pembangunan yang 
terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasrnya 
dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. 
Pada saat ini sebagai negara berkembang, Indonesia tengah gencar-
gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, 
politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 
secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan 
nasional tersebut setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. 
Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan 
pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal 
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dari negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Pajak 
merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang 
berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena 
itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan 
dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar 
pajak walaupun nantinya manfaat dari membayar pajak tidak dapat dirasakan 
secara langsung oleh masyarakat. 
Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Pengantar Singkat Hukum Pajak 
(Eresco Bandung 1992), pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya 
ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada 
satu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. 
Individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat 
dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Negara adalah 
masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga 
berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk 
kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu 
menjadi beban individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya 
sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, 
administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya dan harus dibiayai dari 
penghasilan negara. 
Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, 
dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (natural 
resources). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang 
memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai 
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kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi 
individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. 
jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu timbul pungutan pajak 
sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. 
Pungutan pajak mengurangi penghasila/kekayaan individu tetapi 
sebaliknya merupakan penghasilan negara yang kemudian dikembalikan lagi 
kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-
pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh 
masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun 
tidak (Suandy, 2002). 
Pajak telah menjadi organ penting keuangan. Arti penting dan kontribusi 
pajak bagi negara telah terbukti dan berlangsung dalm kurun waktu yang lama 
hampir di seluruh dunia sejak jaman kerajaan kuno hingga era modern sekaran 
ini (Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, 2001). 
Oleh sebab itu, direktorat jendral pajak melalui kantor-kantor pelayanan di 
daerah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan suatu bentuk 
pelayanan keliling dengan menggunakan drop box agar pelayanan perpajakan 
bisa dijangkau oleh wajib pajak yang tinggal jauh dari kantor pajak guna 
mendapatkan fasilitas pelayanan dan kemudahan dalam penyampaian 
pelaporan pajak (Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar). 
Drop box  adalah kotak khusus yang dapat dipergunakan untuk menerima 
Surat Pemberitahunan (SPT) yang ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP), pusat perbelanjaan dan tempa-tempat strategis lainnya. SPT (Surat 
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Pembertahuan) yang disampaikan lewat drop box adalah SPT Tahunan PPh 
Badan (1771&1771S), SPT Tahunan Orang Pribadi (1770, 1770S dan 
1770SS) dan SPT Thunan Pembetulan. Drop box merupakan fasilitas yang 
diberikan oleh pihak kantor pelayanan pajak untuk memudahkan wajib pajak 
dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga dengan adanya 
drop box, wajib pajak tidak perlu lagi dating ke Kantor Pelayanan Pajak untuk 
menyampaikan SPT. 
Dalam proses drop box, ada petugas khusus yang mendatangi pusat-pusat 
perbelanjaan atau tempat-tempat strategis lainnya dengan membawa kotak 
khusus untuk menerima SPT Tahunan. SPT yang diserahkan melalui drop box 
tidak diteliti petugas (petugas tidak melakukan penelitian SPT), melainkan 
SPT tersebut langsung diterima. Apabila wajib pajak telah menyerahkan SPT 
tahunannya, petugas akan memberikan tanda terima. Tanda terima ini terdiri 
dari tiga bagian. Yang satu diberikan kepada wajib pajak dan yang satu lagi 
untuk ditempel di amplop atau langsung dijadikan satu dengan SPT (apabila 
SPT tidak menggunakan amplop), dan yang lain untuk diarsipkan. 
Cara menyampaikan SPT melalui drop box adalah formulir SPT diisi 
dengan jelas, benar dan lengkap. Bagi yang SPT kurang bayar harus 
melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) tanda pembayaran. Lalu berkas-
berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop folio tertutup. Di amplop 
tersebut ditulis nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, status SPT 




Apabila setelah disampaikan ke KPP terkait dari drop box itu ada 
ditemukan SPT yang tida lengkap maka akan disampaikan surat permintaan 
kelengkapan SPT Tahunan yang harus dilengkapi dalam jangka waktu 30 hari. 
Jika wajib pajak melengkapi berkasnya dalam jangka waktu yang telah 
ditetapkan itu, maka SPT dianggap diterima pada tanggal disampaikan di drop 
box. Namun jika tidak segera dilengkapi dalam jangka waktu yang telah 
ditetapkan, maka dianggap belum menyampaikan SPT (www.pajak.go.id). 
Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak 
adalah beban berat bagi mereka. Hal ini terjadi karena kurang pahamnya 
masyarakat terhadap arti penting pajak dalam pembangunan yang disebabkan 
kurangnya sosialisasi yang jelas. Terlebih dengan masyarakat yang bertempat 
tinggal jauh dari tempat-tempat pelayanan perpajakan dan kurangnya 
informasi mengenai perpajakan membuat mereka enggan memenuhi 
kewajiban pajak mereka. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak memberikan 
kemudahan kepada wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban pajaknya 
melalui fasilitas drop box yang diberikan melalui kantor-kantor pelayanan di 
daerah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (Seksi Pelayanan, Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar). 
Dengan adanya fsilitas  drop box yang memberikan kemjudahan kepada 
wajib pajak, diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dengan 
meni8ngkatnya kepatuhan wajib pajak tersebut diharapkan penerimaan pajak 
juga dapat meningkat (Seksi Waskon II, KPP Pratama Karanganyar). 
Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peranan drop box dalam 
upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan peranannya dalam penerimaan 
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pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dari 
gambaran umum tersebut, maka penulis mengankat judul “DAMPAK 
PENGGUNAAN DROP BOX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK DAN PERANANYA DALAM UPAYA PENINGKATAN 
PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 
PRATAMA KARANGAN YAR”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latarbelakan di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Adakah pengaruh penggunaan drop box terhadap kepatuhan wajib pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar? 
2. Bagaimana peranan penggunaan drop box dalam upaya peningkatan 
penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangnayar? 
 
C. Tujuan 
Tujian yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini Adalah: 
1. Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh penggunaan drop box terhadap 
kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pretama Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui peranan penggunaan drop box dalam upaya 







D. Manfaat Penelitian 
Dengan hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat member manfaat 
seluas-luasnya kepada semua pihak. Adapun manfaat yang ingin diambil 
dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi objek penelitian, diharapkan dapat memberikan inovasi atau 
terobosan yang berguna dalam meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Karanganyar dalam meningkatkan pelayanan melalui 
drop box. 
2. Bagi peneliti, untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh 
penulis dari perkuliahan dan magang ke dalam dunia nyata melalui 
karya ilmiah. 
3. Bagi pihak lain, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan 
informasi kepada masyarakat luas tantang kemudahan-kemudahan dan 
fasilita yang diberikan melalui drop box. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Desain penelitian (Dr. Bandi, M. Si. Ak, 2010) 
Dalam penelitian guna penyusunan tugas akhi9r ini, desain penelitian 
yang digunakan oleh penulis adalah desain kasus. Dimana di dalam p-
enelitian ini terdapat pertanyaan “bagaimana”, yang menjadi permasalahan 
penelitian dengan keharusan membuat deskripsi/analisa/sintesis yang 





2. Objek penelitian (Dr. Bandi, M. Si. Ak, 2010) 
Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah fasilitas pelayanan 
dari KPP Pratama Karanganyar kepada wajib pajak, dsalam hal ini adalah 
drop box. Drop box  adalah kotak khusus yang dapat dipergunakan untuk 
menerima SPT tahunan yang ditempatkan di KPP, Pusat perbel;anjaan dan 
tempat-tempat strategis lainya. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
1) Data Kualitatif 
Data Kualitatif adalah jenis data dimana dipaparkan dalam 
bentuk angka-angka.  
2) Data Kuantitatif. 
Data kualitatif adalah jenis data yang disajikan dalam bentuk 
kata-kata yang mengandung makna. 
b. Sumber Data 
1) Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau diusahakan 
sendiri oleh peneliti secara langsung di tempat penelitian atau suatu 









Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau 
dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan secara tidak langsung 
berhubungan dengan tempat penelitian atau suatu tempat yang 
menjadi objek penelitian, misalnya: data dari kepustakaan 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan 
guna mendapatkan data-data yang diperlukan. 
b. Observasi 
Observasi yaitu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara 
melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu obyek yang 
akan diteliti dalam waktu singkat dengan tujuan untuk mendapatkan 
gambaran mengenai obyek penelitian. 
c. Studi Pustaka 
Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
buku sebagai sumber obyeknya. 
d. Pemeriksaan Dokumen Perusahaan 
Pemeriksaan dokumen perusahaan yaitu teknik pengumpulan data 
yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan dimana dokumen 





5. Teknik Pembahasan 
Teknik pembahasan yang digunakan penulis dalam menyusun tugas 
akhir adalah pembahasan deskriptif, yaitu suatu tehnik untuk membuat 
gambaran atau deskriptif secara sistematis, factual dan akurat mengenai 




















A. Landasan Teori 
1. Falsafah Pajak 
Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan 
yang secara langsunbg dapat di tunjuk, maka pemungutan pajak hgarus 
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR). Hal ini 
sesuai dengan bunyi pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Segala pajak 
untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang” (Suandy,2002). 
2. Definisi Pajak 
a. Definisi Perancis, termuat dalam bukiu Leroy Beaulieu yang berjudul 
Traite De La Science Des Finances, 1906 (terjrmahan), Berbunyi: 
Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang 
dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, 
untuk menutup belanja pemerintah (suandy, 2002). 
b. Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, dalam bukunya Dasar-dasar 
Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan yang berbunyi: 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan bahwa arti 
dari “dapat dipaksakan” adalah bila utang pajak tidak dibayar, utang 
itu dapat ditagih dengan menggunakan kiekerasan, seperti surat paksa 
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dan sita, dan juga penyanderaaan terhadap pembayar pajak, tidak dapat 
ditunjukan jasa timbale balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi 
(Suandy, 2002). 
c. Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari desrtasinya yang 
berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong menyatakan bahwa: 
Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut 
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 
kesejahteraan umum (Waluyo, 2007). 
d. Definisi Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over Heidsmiddelen 
Van Indonesia (terjemahan): 
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang 
kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara 
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan 
untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo,2007). 
3. Fungsi Pajak 
Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian 
pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak (Waluyo, 
2007), yaitu: 
a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh 




b. Fungsi Mengatur (Reguler) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu 
dikenakanya pajak lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. 
Demikian pula terhadap barang mewah. 
4. Asas Pemungutan Pajak 
Menurut Adam Smith dalam bukunya An Inquiri Into The Nature and 
Cause of the Wealth of Nations menyatakan bahwa pemungutan pajak 
hendaknya didasarkan pada (Waluyo, 2007). 
a. Equality 
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak 
dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 
kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan 
manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak 
menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan 
kepentinganya dan manfaat yang diterima. 
b. Certainty 
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenag. Oleh karena 
itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak 
ynag terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 
c. Convenience 
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 
saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat 
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wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut 
Pay as You Earn. 
d. Economy 
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, 
demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. 
5. Asas Pengenaan Pajak 
Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas 
dalam menentukan wewenangnya untuk menegakan pajak, khususnya 
untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering 
digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah 
(Waluyo, 2007): 
a. Asas Tempat Tinggal 
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh 
penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib 
pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas 
pengahsilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia 
atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 UUD Pajak Penghasilan). 
b. Asas Kebangsaan 
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini 
diberlakukan kepada setiapn orang asing yang bertempat tinggal di 





c. Asas Sumber 
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak penghasilan yang 
bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan 
demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari 
Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat 
tinggal wajib pajak. 
6. Cara Pemungutan Pajak 
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Waluyo, 
2007), yaitu: 
a. Stelsel nyata (riil Stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 
sehingga pemungutanya baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni 
setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. 
Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 
Kelemahannya adalah pajak baru diketahui pada akhir periode (setelah 
penghasilan riil diketahui). 
b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 
Penganaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang, sebagai vontoh, penghasilan suatu tahun dianggap 
sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah 
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 
berjalan. Kelabihan stelsel ini adalah pajak yang harus dibayar selama 
tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahyun. Kelemahanya 
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adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 
sesungguhnya. 
c. Stelsel Campuran 
Stelsel ini merupakan campuran antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasrkan suatu 
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 
dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut 
kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib 
pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, 
apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. 
7. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem 
pemungutan yang harus diketahui oleh wajib pajak di seluruh Indonesia 
(Waluyo, 2007), antara lain: 
a. Official Assessment System 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang 
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang. 
Cirri-ciri Official Assessment System: 
a) Wewnang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 
fiskus 
b) Wajib pajak bersifat pasif 




b. Self Assesment System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member 
wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang harus dibayar. 
c. Witholding System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member 
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
8. Pembagian Pajak 
Pembagian oajak dapat dilakukan berdasarkan golongan. Wewenang, 
pemungut, maupun sifatnya (Suandy, 2002). 
a. Berdasarkan golongan, pajak dibagi menjadi: 
1) Pajak Langsung 
Pajak langsung adalah pajak yang bebanya harus ditanggung 
sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat 
dialihkan kepada pihak lain. Misalnya pajak penghasilan 
2) Pajak Tidak Langsung 
Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebanya dapat dialihkan 
atau digeser kepada pihak lain sehingga sering disebut juga pajat 
tidak langsung. 




b. Berdasarkan wewenang pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi 
2 yaitu: 
1) Pajak pusat/pajak negara 
Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang wewenang 
pemungutanya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaanya 
dilakukan oleh departemen keuangan melalui Direktorat Jenderal 
Pajak. Pajak pusat diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan 
masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara 
2) Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutanya ada 
pada pemerintah daerah yang pelaksanaanya dilakukan oleh dinas 
pendapatan daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan 
hasilnya akan masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
Pajak daerah yang diatur dalam undang-undang no 18 tahun 1997 
sebagaimana yang telah diubah dengan undangt-undang no 34 
tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari 4 
jenis pajak daerah tingkat 1 dan 7 jenis pajak daerah tingkat 2 
adalah: 
Pajak Daerah Tingkat I 
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan 
Kendaraan di Atas Air 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
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d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan 
Pajak Daerah Tingkat II 
a. Pajak Hotel 
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Reklame 
d. Pajak Penerangan Jalan 
e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 
f. Pajak Parkir 
c. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi: 
1) Pajak Subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan 
kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam menetukan pajak nya harus 
pada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan 
materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib 
pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum 
2) Pajak Objektif 
Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan 
objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, 
kemudian baru di cari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. 
Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang 





B. Fasilitas Drop Box 
1. Definisi Drop Box (www.pajak.go.id) 
Drop box adalah kotak khusus yang dapat dipergunakan untuk 
menerima Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang ditempatkan di kantor 
pelayanan pajak, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat strategis lainya. 
Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat disampaikan lewat drop box 
adalah SPT Tahunan PPh badan (1771 &1771S), SPT tahunan orang 
pribadi (1770, 1770S & 1770SS) dan Spt tahunan Pembetulan. Drop box 
merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak kantor pelayanan pajak 
untuk memudahkan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan 
(SPT). Sehingga dengan adanya drop box, wajib pajak tidak perlu lagi 
dating xke kantor pelayanan pajak untuk menyampaikan SPT. 
2. Proses Drop Box (Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar) 
Dalam proses drop box, ada petugas khusus yang mendatangi pusat-
pusat perbelanjaan atau tempat-tempat strategis lainya dengan  membawa 
kotak khusus untuk menerima SPT tahunan. SPT yang diserahkan melalui 
drop box tidak diteliti (petugas tidak melakukan penelitian SPT), 
melainkan SPT tersebut landsung diterima. Apabila wajib pajak telah 
menyerahkan SPT tahunannya, petugas akan memberikan tanda terima. 
Tanda terima ini terdiri dari 3 bagian. Yang 1 diberikan kepada wajib 
pajak, yang satu lagi untuk ditempel di amplop atau langsung 
dijadikansatu dengan SPT (apabila SPT tidak menggunakan amplop), dan 




3. Cara Penyampaian SPT melalui Drop Box (www.pajak.go.id) 
Cara menyampaiakan SPT melalui drop box adalah formulir diisi 
dengan jelas, benar dan lengkap. Bagi yang SPT kurang bayar harus 
melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) tanda pembayaran. Lalu berkas-
berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop folio tertutup. Di amplop 
tersebut ditulis nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, status SPT 
(nihil/kurang bayar/lebih bayar), dan cantumkan nomor telepon yang bisa 
dihubungi. 
Apabila setelah disampaikan ke KPP terkait dari drop box itu ada 
ditemukan SPT yang tidak lengkap maka akan disampaikan Surat 
Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan yang harus dilengkapi dalam 
jangka waktu 30 hari. Jika wajib pajak melengkapi berkasnya dalam 
jangka waktu yang ditentukan itu, maka SPT dianggap diterima pada 
tanggal disampaikan di drop box. Namun jika tidak segera dilengkapi 
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dianggap belum 
menyampaikan SPT. 
 
C. Wajib Pajak Patuh 
1. Definisi Wajib Pajak Patuh (www.pajak.go.id) 
Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi criteria tertentu yang 





2. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh (www.pajak.go.id) 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 
dalam 2 (dua) tahun terakhir. 
b. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak 
lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 
berturut-turut. 
c. SPT masa yang terlambat sebagaiman dimaksud dalam huruf b telah 
disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa 
masa pajak berikutnya. 
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak: 
1) Kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak 
2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang 
diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir 
e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidanan di 
bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 
f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat 
waljar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak 
mempengaruhi laba rugi fiscal. 
1) Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelrnggarakan pembukuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang nomor 6 
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-
undang nomor 28 tahun 2007 
2) Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap wajib pajak pernah 
dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiscal untuk setiap 
jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) 
3. Tata Cara Mendapatkan Status Wajib Pajak Patuh (www.pajak.go.id) 
a. Ditetapkan oleh KPP dimana WP terdaftar 
b. WP mangajukan sendiri untuk ditetapkan sebagai WP patuh, surat 
permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku 
berakhir ke KPP tempat WP terdaftar. 
4. Mekanisme Penetapan Wajib Pajak Patuh (www.pajak.go.id) 
a. Kegiatan yang harus dilakukan oleh KPP tempat wajib pajak domosili 
terdaftar, antara lain sebagai berikut: 
1) Melakukan inventarisasi terhadap WP yang dalam 2 (dua) tahun 
pajak terakhir tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan 
2) Melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak yang dalam tahun 
terakhir tepat waktu menyampaikan SPT Masa untuk semua jenis 
pajak atau menyampaikan SPT Masa yang terlambat tidak lebih 
dari 3 (tiga) masa pajak dan tidak berturut-turut 
3) Melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak yang menyampaikan 
SPT sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) yang tidak 





4) Melakukan inventarisasi terhadap WP yang tidak mempunyai 
tunggakan pajak untuk semua jenis pajak per tanggal 31 Desember 
kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak serta tidak termasuk tunggakan pajak 
sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak 
terakhir. 
5) Melakukan inventarisasi terhadap WP yang dalam waktu 10 tahun 
terakhir tidak pernah dijatuhi hukiuman karena melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan. 
6) Melakukan inventarisasi terhadap WP yang laporan keuanganya 
diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak 
mempengaruhi laba rugi fiscal. Laporan audit harus disusun dalam 
bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi 
laba rugi komersial dan fiskal. 
7) Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan/criteria untuk 
menjadi wajib pajak patuh terhadap wajib pajak yang mengajukan 
permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak patuh. 
8) Menerima daftar nominatif hasil inventarisasi dari kepala KPP 
tempat WP local terdaftar. 
9) Menyusun daftar nominatif WP patuh berdasarkan kegiatan yang 
dilakukan pada huruf a sampai dengan huruf h dan mengirimkan 
kepada kanwil DJP paling lambat tanggal 25 Januari. 
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10) Menerima penetapan WP patuh dan mengumumkan dengan cara 
menempatkan pada papan pengumuman di KPP yang 
bersangkutan. 
11) Mengirimkan dan menyampaikan SPT penetapan WP patuh kepada 
yang bersangkutan. 
b Kegiatan yang harus dilakukan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar, 
antara lain sebagai berikut: 
1) Mlakukan inventarisasi terhadap WP yang dalam tahun terakhir 
tepat waktu menyampaikan SPT Masa untuk semua jenis pajak 
atau menyampaikan SPT Masa, yang terlambat tidak lebih dari 3 
(tiga) masa pajak dan tidak berturut-turut. 
2) Melakukan inventarisasi terhadap WP yang tidak mempunyai 
tunggakan pajak untuk semua jenis pajak per tanggal 31 Desember 
(kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda 
pembayaran pajak serta tidak termasuk tunggakan pajak 
sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak 
terakhir). Menyampaikan daftar nominatif hasil inventarisasi 
kepada kepala KPP tempat WP berdomisili terdaftar paling lambat 
tanggal 15 Januari. 
3) Menerima penetapan WP patuh membuat daftar WP patuh dan 
mengumumkan dengan cara menempatkan pada papan 




c Kepala Kanwil DJP setelah menerima daftar nominatif WP patuh dari 
KPP, melakukan kegiatan antara lain, sebagai berikut: 
1) Atas nama DJP menetapkan WP patuh paling lambat akhir bulan 
Januari mengirimkan penetapan WP patuh kepada: 
a) Kepala KPP tempat WP domisili terdaftar 
b) Kepala KPP tempat WP lokasi terdaftar 
2) Kepala Kanwil DJP atasan KPP tempat WP lokasi terdaftar. 
5. Keuntungan Wajib Pajak Patuh (www.pajak.go.id) 
Wajib pajak patuh berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak untuk jenis pajak: 
a Untuk PPh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima 















A. Gambaran Objek Penelitian 
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Surakarta 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor:55/PMK.01/2007 tanggal 
31 Mei 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan 
nomor:132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi 
Ertikal Direktorat Jendral Pajak, diberitahukan bahwa kode wilayah KPP 
Pratama Karanganyar yang sebelumnya 526 (KPP Surakarta) menjadi 528, 
misalnya NPWP nomor : 01.000.000.0-526.000 yang semula kode wilayah 
KPP Surakarta berhubung berada diwilayah KPP Pratama karanganyar 
maka otomatis NPWP berubah menjadi nomor :01.000.000.0-
528.000.Pada awal berdirinya, KPP Pratama Karanganyar menggunakan 
fasilitas kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta. 
Sehubungan digunakannya kantor tersebut sebagai kantor wilayah DJP 
Jawa Tengah II pada bulan Januari 2007 maka untuk sementara waktu 
kegiatan operasional KPP Pratama Karanganyar dipindahkan ke eks 
Kantor pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Surakarta. Pada akhir 
bulan Desember 2007 KPP Pratama Karanganyar pindah dari ex Karikpa 
Surakarta ke Gedung Megaria Jalan Raya palur karena banjir bandang 
sungai bengawan Solo yang mengakibatkan sebagian besar dokumen 
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hanyut terbawa air banjir. Maka dari itu untuk menjaga keamanan dan 
kenyamanan dalam melakukan segala aktifitas kini KPP PRATAMA 
KARANGANYAR telah menjadi lembaga perpajakan yang independent.  
2. Tempat Kedudukan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratam Karanganyar sekarang berkedudukan 











Gambar III.1 Denah Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar 
3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
Wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar meliputi 2 kabupaten, yaitu: 
a. Kabupaten Karanganyar terdiri dari 16 kecamatan. 






WILAYAH KERJA KPP PRATAMA KARANGANYAR 















94,155 863,914 258,977 
J   U   M   L   A   H 171,525 1,708,403 474,409 
(sumber : Seksi Waskon Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
4. Tujuan dan fungsi didirikannya KPP Pratama Karanganyar 
a. KPP Pratama Karanganyar memiliki tujuan sebagai berikut: 
1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya 
wajib pajak. 
2) Untuk menggali potensi fiskal dan meningkatkan penerimaan 
pajak. 
3) Untuk memberi kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak 
dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan 
4) Untuk memberikan penilaian pembinaan wajib pajak yang dapat 
dilakukan dengan berbagai uapaya antara lain dengan memberikan 
penyuluhan pengetahuan tentang perpajakan baik melalui media 
masa maupun penerangan langsung. 
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5) Untuk menunjang perkembangan dan mempercepat terwujudnya 
kepatuhan wajib pajak, khususnya di wilayah atau daerah 
wewenang KPP Pratama Karanganyar. 
b. Fungsi dari didirikannya KPP Pratama Karanganyar adalah: 
1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyejian informasi 
perpajakan, pengamat potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib 
pajak 
2) Penelitian dan penatausahaan SPT, SPM, serta berkas wajib pajak 
3) Pengawasan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan pajak tidak 
langsung. 
4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian 
keberatan, penatausahaan, banding dan penyelesaian restitusi pajak 
PPh, PPN, PPnBM. 
5) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan 
6) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
7) Pembetulan Surat Ketetapan Pajak 
8) Pengurangan Sanksi Pajak 
9) Penyuluhan dan pelayanan konsultasi pajak. 
10) Pelaksanaan administrasi KPP. 
5. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 
a. Visi Dirjen Pajak 
Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem 
administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya 
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masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, yang 
bercirikan sebagai berikut: 
1) Aparat nerintragasi tinggi dan profesional. 
2) Memiliki kinerja tnggi dan setara dengan kinerja instansi 
perpajakan negara maju. 
3) Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh. 
4) Kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik dan 
internasional. 
5) Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yanh 
tinggi. 
b. Misi Dirjen Pajak 
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-
undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian 
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dengan 
batasan-batasan sebagai berikut: 
1) Tingkat tax ratio, coverage ratio, dan complience ratio  ratio yang 
tinggi. 
2) Pajak mampu berperan utama dalam membiayai defisit APBN. 
3) Kebijaksanaan perpajakan netral dan non distortion. 
4) Mampu mendukung kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, 
sosial, dan politik. 




6. Sturktur Organisasi 
Struktur organisasi di KPP Pratama Karanganyar terdiri dari kepala 
kantor, bendaharawan, subbag umum, seksi pelayanan, Seksi Pengolahan 
Data dan Informasi (PDI), Seksi ekstensifikasi, seksi penagihan, seksi 
pemeriksaan, Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III, Kantor 
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) wilayah 
Sragen, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. Total jumlah 
pegawai per 1 Juli 2008 adalah 92 orang dengan rincian satu orang kepala 
kantor (eselon III), delapan kepala seksi (eselon IV), satu orang kepala 
KP2KP Sragen, 22 Account Representative, tiga Pemeriksa, dua orang 
jurusita pajak dan 55 orang pelaksana. Dari 55 orang pelaksana tersebut 13 
orang di sub bagian umum, 10 orang di seksi pelayanan, sembilan orang di 
seksi PDI, empat orang di seksi penagihan (jurusita tidak termasuk), enam 











Setelah modernisasi perpajakan, struktur organisasi yang terdapat di 
KPP Pratama Karanganyar sebagaimana yang terdapat pada KPP Pratama 
lainnya adalah:  
 
Gambar III.2 
STRUKTUR ORGANISASI DI KPP PRATAMA KARANGANYAR 
(sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
7. Deskriptif Jabatan 
      Berikut ini merupakan deskriptif jabatan di KPP Pratama  Karanganyar: 
a. Kepala Kantor 
Kepala kantor bertugas mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan 
operasional pelayanan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-
























KP2KP Sragen:  




II: Syah Reza 
Emil 
III: Zul Azra 
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b. Sub Bagian umum 
1) Penerimaan, pemrosesan, penatausahaan, dokumen masuk KPP. 
2) Penyampaian dokumen di KPP. 
3) Penyusunan RKAKL lapran berkala KPP, laporan tahunan, 
laporan/daftar realisasi anggaran belanja. 
4) Penerimaan inventaris dari rekaan/pihak lain. 
5) Penutupan buku kas umum, dan lain-lain. 
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI. 
2) Penatausahaan alat keterangan. 
3) Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak , 
perkembangan ekonomi, dan keuangan. 
4) Pembentukan dan pemanfaatan bank data. 
5) Pembuatan dan penyampain SPh kirim. 
6) Penatausahaan penerimaan PBB Non-Elektrronik. 
7) Pembuatan Laporan Penerimaan PBB/BPHTB. 
8) Penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB. 
d. Seksi Pelayanan 
1) Penatausahaan surat, dokumen, dan laporan WP pada TPT 
2) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan 
NPWP dan pencabutan PKP. 
3) Perubahan identitas WP. 
4) Pemindahan WP dan PKP di KPP lama dan KPP baru. 
5) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa. 
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6) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT 
Tahunan PPh. 
7) Penenerbitan Surat Teguran untuk SPT Masa PPN. 
8) Penerbitan Surat Teguran untuk SPT Tahunan PPh. 
9) Penelitian hasil keluaran SPPT/STTS/DHKP/DHR. 
10) Permohonanan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP. 
11) Peminjaman atau pengiriman berkas. 
12) Permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US 
Dollar. 
13) Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan. 
14) Penerbitan SKP. 
15) Penatausahaan  dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP. 
16)  Penyisihan anak berkas WP yang masa /tahun pajaknya lebih dari 
10 tahun (kadaluwarsa). 
e. Seksi Pemeriksaan  
1) Pemrosesan dan penataushaaan dokumen masuk di seksi 
pemeriksaan. 
2) Penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar. 
3) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak penjualan atas barang mewah.(PPh BM) 
4) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh. 
5) Penyelesaian usulan pemeriksaan. 
6) Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan. 
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7) Pengamatan oleh KPP. 
8) Pemeriksaan kantor dan lapangan. 
9) Penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung. 
f. Seksi Ekstensifikasi 
1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
ekstensifikasi. 
2) Pendaftaran Objek Pajak baru dengan penelitian kantor dan 
lapangan. 
3) Penerbitan himbauan ber-NPWP. 
4) Pencarian data potensi perpajakan. 
5)  Pelaksanaan Penilaian individual objek PBB. 
6) Pembuatan DBKB. 
7) Pembentukan /Penyempurnanan ZNT/NIR. 
8) Pemeliharaan data objek dan Subjek PBB. 
9) Penyelesaian mutasi sebagaian dan atau seluruhnya objek dan 
subjek PBB. 
10) Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP. 
11) Penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP. 
12) Penerbitan daftar nominative usulan SP3 SPL ekstensifikasi. 
g. Seksi Pengawasan  dan Kosultasi 
1)  Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
pengawasan dan konsultasi. 
2) Penerbitan SPMKP, SPMIB, SKBKBN/SKBKBT/STB, SKP PBB, 
teguran pengembalian SPOP, surat himbauan SPT. 
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3) Penerbitan SPMKP/SPMIB pengganti karena kadaluwarso. 
4) Penerbitan SPMKP/SPMIB yang rusak/salah (yang sudah atau 
belum diterbitkan) 
5) Penyelesaian permohonan WP. 
6) Pembuatan SPMKP/SPMIB yang hilang. 
7) Penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain. 
8) Penyelesaian pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT secara jabatan. 
9) Pelaksanaan putusan gugatan/banding. 
10) Penyelesaian penghitungn lebih bayar. 
11) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB. 
12) Pemberian bimbingan kepada WP. 
13) Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis 
perpajakan bagi WP. 
14) Layanan permintaan perubahan metode penilaian persediaan. 
15) Penetapan WP patuh. 
16) Pemutakhiran profil WP. 
17) Pelaksanaan ekualisasi. 
18) Pengusulan PKP fiktif. 
19) Penatausahaan SK pembetulan dari seksi pengawasan dan 
konsultasi. 
20) Penatausahaan SKK/PB/pengurangan  atau pembatalan ketetapan 
pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di 
seksi pengawasn dan konsultasi. 
21) Penyusunan estimasi penerimaan pajak ber-NPWP. 
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22) Pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material WP. 
Seksi Waskon I membawahi 14 kecamatan, antara lain: 
1) Kecamatan Karangpandan. 
2) Kecamatan Karanganyar. 
3) Kecamatan Kebakramat. 
4) Kecamatan Tasikmadu. 
5) Kecamatan  Mojogedang. 
6) Kecamatan Sidoharjo. 
7) Kecamatan Tangen. 
8) Kecamatan Gemolong. 
9) Kecamatan Mondokan. 
10) Kecamatan Sumberlawang. 
11) Kecamatan Tanon. 
12) Kecamatan Kalijambe. 
13) Kecamatan Masaran. 
14) Kecamatan Sambung Macan. 
Seksi Waskon II membawahi 9 kecamatan, antara lain: 
1) Kecamatan Jaten. 
2) Kecamatan Matesih. 
3) Kecamatan Jatipuro. 
4) Kecamatan Gondang. 
5) Kecamatan Jenar. 
6) Kecamatan Sukodono. 
7) Kecamatan Kedawung. 
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8) Kecamatan Sragen. 
9) Kecamatan Tawang Mangu. 
Seksi Waskon III membawahi 13 kecamatan, antara lain: 
1) Kecamatan Colomadu. 
2) Kecamatan Gondangrejo. 
3) Kecamatan Kerjo. 
4) Kecamatan Jatiyoso. 
5) Kecamatan Jumantono. 
6) Kecamatan Plupuh. 
7) Kecamatan Sambirejo. 
8) Kecamatan Ngrampal. 
9) Kecamatan Ngargoyoso. 
10) Kecamatan Karang Malang. 
11) Kecamatan Jumapolo. 
12) Kecamatan Miri. 
13) Kecamatan Gesi. 
h. Seksi Penagihan 
1) Membuat surat teguran dan surat paksa. 
2) Menerbitkan surat sita. 
3) Membuat laporan surat paksa. 
4) Membuat berita acara pelaksanaan sita. 
5) Melaksanakan lelang. 
6) Menerima dan mentatausahakan daftar pengantar SPT/SKP/PBk 
dari seksi pelayanan dan kemudian merekamnya. 
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7) Mentatausahakan surat masuk dan surat keluar. 
8) Melakukan konfirmasi data tunggakan pajak. 
9) Mencetak surat teguran. 
10) Melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak. 
11) Mentatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP 
ketetapan wajib pajak. 
12) Pengarsipan berkas tunggakan wajib pajak. 
 
B. Laporan Magang Kerja 
1. Latar Belakang 
a. Alasan Melakukan Magang 
Kegiatan  magang mahasiswa diploma 3 perpajakan fakultas 
ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah kegiatan yang 
bersifat wajib dan rutin dilaksanakan oleh semua mahasiswa di 
semester akhir. Kegiatan ini dilakukan untuk mengimplementasikan 
teori yang telah didapat saat perkuliahan, selain itu magang juga 
melatih para mahasiswa untuk mampu bekerja dengan sumber-sumber 
realistik yang ada di lapangan. 
Program studi perpajakan mewajibkan mahasiswanya untuk 
melakukan magang kerja karena magang kerja dianggap perlu untuk 
menambah pengetahuan dan kemampuan di lapangan para mahasiswa 




Kegiatan magang mahasiswa dilakukan minimal 2 bulan di 
semester enam atau semester akhir pada program diploma, pemilihan 
tempat magang menjadi otoritas setiap mahasiswa akan tetapi memiliki 
batasan untuk sesuai dengan disiplin ilmu yang di dapat. 
Kegiatan magang mahasiswa didasarkan oleh kemauan mahasiswa 
untuk mengerti pengaplikasian teori yang sudah dipelajari selama lima 
semester di dalam dunia kerja, dengan ijin dari program diploma di 
Fakultas Ekonomi dan juga mahasiswa ingin mengetahui secara nyata 
perubahan dan perbedaan antara teori buku dengan hal-hal yang ada di 
dunia kerja. Ingin menambah kemampuan dalam kalkulasi perpajakan 
juga sebagai salah satu alasan mengapa kegiatan magang perlu 
dilakukan, lebih kepada tanggung jawab moral untuk terjun kedalam 
dunia kerja.Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan sebagai syarat 
guna memenuhi Penyusunan Tugas Akhir untuk mendapatkan Gelar 
Pendidikan Ahli Madya ( A. Md). 
b. Alasan Pemilihan Tempat Magang 
Di dalam kegiatan magang ini mahasiswa menentukan sendiri 
instansi/lembaga yang akan dijadikan tempat magang. Penulis memilih 
tempat magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
didasarkan atas pertimbangan yaitu sesuai dengan objek studi yang 
penulis tempuh dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam 
melakukan semua aktivitas yang berkenaan dengan kegiatan magang. 
Selain alasan terbut, alasan pemilihan tempat magang di Kantor 
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Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar adalah lokasinya yang tidak 
terlalu jauh dengan tempat tinggal penulis sehingga mudah dijangkau. 
c.  Alasan pemilihan divisi magang 
Dalam kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar, mahasiswa tidak bisa memilih divisi magang. Dalam 
pemilihan divisi sepenuhnya ditentukan oleh instansi yang 
bersangkutan maka dari itu segala aktivitas yang berhubungan dengan 
kegiatan instansi keputusan sepenuhnya berada di tangan insatansi 
yang bersangkutan. 
2. Tujuan Magang 
Pelaksanaan magang ini dilakukan dengan tujuan: 
a. Untuk mencari data-data yang diperlukan sehubungan dengan 
penyusunan tugas akhir sebagai syarat kelulusan mahasisiwa Program 
Diploma III untuk mendapatkan gelar ahli madya. 
b. Untuk mendidik dan melatih mahasiswa agar mempunyai kemampuan 
dalam berpikir secara sistematis, dan kritis khususnya agar dapat 
memecahkan permasalahan dibidang perpajakan dan 
mengimplementasikan apa yang telah diajarkan di bangku kuliah. 
c. Untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa di bidang perpajakan 
agar dapat membandingkan antara teori yang diperoleh pada bangku 






3. Aktivitas Magang 
Banyak sekali aktivitas yang di lakukan di tempat magang, dimana 
penulis benar-benar belajar melakukan pekerjaaan yang sesuai dengan apa 
yang di lakukan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
setiap hari. Selama penulis melakukan kegiatan magang kerja di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar selama bulan Februari sampai 
dengan Maret ini penulis mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan bidang 
studi yang penulis ambil yaitu perrpajakan. Penulis ditempatkan di bagian 
pelayanan. Di bagian ini penulis melakukan penelitian (checklist) SPT, 
mengarsip, merekam tanda terima SPT, meregistrasi NPWP serta 
mencetak surat keterangan terdaftar dan mengirim surat. 
Penelitian (checklist) SPT adalah kegiatan meniliti kelengkapan SPT, 
sudah lengkap ataukah belum, ada kesalahan ataukah tidak kemudian 
mencatatnya pada formulir yang telah tersedia dan catatan itu dijadikan 
satu dengan SPT yang telah diteliti. 
Mengarsip adalah kegiatan yang dilakukan di bagian pengarsipan, 
yaitu kegiatan mengarsip surat/berkas dengan cara memasukannya ke 
dalam map. Setelah itu diurutkan sesuai dengan Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP), sehingga apabila sewaktu-waktu berkas tersebut 
dibutuhkan mudah untuk mencarinya. 
Merekam tanda terima SPT adalah kegiatan merekam tanda terima 
yang sudah ada di SPT melalui aplikasi drop box. Selanjutnya tanda terima 
yang sudah direkam diberi tanda (paraf dan tanggal perekaman). 
45 
 
Meregistrasi NPWP serta mencetak surat keterangan terdaftar adalah 
kegiatan menginput data dari WP baru. Seperti menginput NPWP, jenis 
pekerjaan, status WP, alamat, dan lain-lain. Setelah itu mencetak surat 
keterangan terdaftar yang terdiri dari surat asli dan salinan. Kemudian 
surat keterangan terdaftar tersebut dimintakan tanda tangan kepada kepala 
bagian pelayanan, lalu yang asli dipisahkan dan distempel lalu dikirim ke 
alamat yang tertera (kegiatan mengirim surat), sedangkan salinanya 
diarsip. 
Disamping itu penulis juga mendapat pengalaman dan pengetahuan 
baru. Teori-teori mengenai perpajakan yang penulis pelajari selama 
mengikuti perkuliahan di program DIII Perpajakan juga penulis tanyakan 
disini, apakah praktik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangayar 
sesuai/sama dengan teori yang penulis dapat. Dan ternyata teoari yang 
penulis dapat sesuai dengan parktik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar. 
Selain pekerjaan tersebut di atas, ada juga hal-hal lain yang penulis 
laukan disana. Diantaranya adalah mencari berkas diantara tumpukan 
ribuan berkas. Berkas yang dicari tidak banyak, sehingga tidaklah mudah 
menemukan berkas yang dibutuhkan. Bahkan dibutuhkan waktu sampai 
berhari-hari untuk menemukan berkas tersebut. Berkas tersebut dicari 
karena memang berkas tersebut dibutuhkan. Namun penulis dan teman-




Selama melakukan kegiatan magang, penulis juga belajar bagaimana 
caranya beradaptasi di lingkungan kerja. Belajar bagimana caranya 
bersosialisasi dengan para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar. Dan ternyata terdapat perbedaan dari cara bersosialisasi di 
lingkungan kampus dengan di lingkungan kerja. Penulis benar-benar 
mendapat wawasan dan pengalaman baru ketika penulis melakukan 
kegiatan magang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. 
4. Jadwal Magang 
Kegiatan magang dimulai dari hari Senin tanggal 1 Februari sampai 
dengan hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 dengan masuk pukul 07.30 s/d 
15.00 WIB dengan 5 hari kerja setiap minggunya dari hari Senin sampai 
hari Jumat. 
 
C. Pembahasan Masalah 
Dalam rangka mengamankan penerimaan negara perlu dilakukan berbagai 
upaya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan 
kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya dalam menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT). Salah satu kewajiban menjadi waji pajak 
adalah mengisi surat pemberitahuan dengan lengkap, yaitu memuat seluruh 
unsur yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan, baik yang berkaitan 
dengan objek pajak dan bukan objek pajak, benar dalam perhitungan dan 
penerapan ketentuan perpajakannya, serta benar dalam penulisan sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya, dan jelas yaitu melaporkan sumber dari 
objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat 
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pemberitahuan, serta menandatanganinya dan melaporkan surat 
pemberitahuan ke kantor Direktorat Jendral Pajak dalam jangka waktu yang 
telah ditetapkan yaitu paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak. 
Pelaporan surat pemberitahuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, hal 
ini bertujuan agar dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksankan 
kewajibannya di bidang perpajakan, serta dalam rangka meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. Cara yang dapat digunakan dalam melaporkan surat 
pemberitahuan antara lain sebagai berikut: 
1. Disampaikan langsung oleh wajib pajak melalui TPT 
2. Disampaikan melalui KPP/KP4 (Account Representative atau pelaksana) 
3. Disampaikan melalui kurir khusus 
4. Disampaikan melalui jasa pos 
5. Disampaikan melalui tim khusus melalui kerjasama dengan pemerintah 
daerah 
6. Cara lain yang dianggap efektif, misal drop box dan MTU (Mobile Tax 
Unit) 
Salah satu cara yang dianggap mudah dan efektif dalam pelaporan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah melaui drop box. Cara ini 
terbilang masih baru karena fasilitas ini baru dilaksanakan pada tahun 2009. 
Drop box merupakan fasilitas yang memberi kemudahan kepada wajib pajak 
dalam pemenuhan kewajiban melaporkan surat pembertahuan tahunan pajak 
penghasilan, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. 
Dengan adanya fasilitas drop box, wajib pajak tidak perlu lagi bersusah 
payah datang ke Kantor Pelayanan Pajak dengan antrian yang cukup panjang 
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untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan mereka. 
surat pembertahuan yang dapat disampaikan melalui drop box adalah SPT 
Tahunan PPh Badan (1771 & 1771 S), SPT Tahunan Orang Pribadi (1770, 
1770S & 1770 SS) dan SPT Tahunan Pembetulan. 
Tujuan dari diadakannya drop box ini adalah untuk memudahkan wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (dalam hal ini pelaporan surat 
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan) sehingga diharapkan kepatuhan 
wajib pajak akan terus meningkat. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan 
berpengaruh pula terhadap penerimaan pajak. Dengan meningkatnya 
kepatuhan wajib pajak, diharapkan penerimaan pajak juga akan meningkat. 
Berikut ini adalah daftar wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar. 
Tabel III.2 
Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak Non 
Efektif tahun 2005 s/d 2009 
Tahun WP Terdaftar WP Efektif WP Non Efektif 
Persentase WP 
Efektif 
2005 18.454 17.236 1.218 93,3% 
2006 20.712 19.469 1.243 93,9% 
2007 29.764 29.454 310 98,9% 
2008 30.815 30.517 298 99,0% 
2009 36.356 35.952 404 98,9% 
(sumber:  Seksi Pelayanan/SIDJP) 
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Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban 
perpajakannya berupa kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan masa 
dan/atau surat pemberitahuan tahunan sebagaimana mestinya. 
Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi 
kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan surat 
pembertahuan masa dan/atau surat pembertahuan tahunan. Sebagaiman telah 
ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-
09/PJ.8/1998 tanggal 2 Oktober 1988 wajib pajak non efektif adalah: 
1. Wajib pajak yang bertirut-turut selama 2 (dua) tahun tidak memasukkan 
surat pemberitahuan pajak penghasilan. 
2. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/bubar, tetapi belum ada surat 
keterangan resminya. 
3. Wajib pajak tidak ditemukan alamatnya, walaupun sudah diusahakan 
pencariannya oleh dinas luar. 
4. Wajib pajak yang secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usaha. 






















Dari table 2.1 dapat kita lihat bahwa presentase wajib pajak badan, orang 
pribadi, dan pemungut yang efektif pada tahun 2005 sebesar 93,3%, tahun 2006 
sebesar 93,9% meningkat 0,6%, tahun 2007 sebesar 98,9% meningkat 5%, tahun 
2008 sebesar 99,0% meningkat 0,1%, tahun 2009 sebesar 98,9% menurun 0.1%. 
peningkatan pada tahun 2007 cukup besar dikarenakan pada bulan November 
2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar yang semula menjadi satu 
dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mulai beroperasi sendiri. 
Dengan demikian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dapat 
memaksimalkan peningkatan jumlah wajib pajak efektif. Jumlah wajib pajak yang 
terdaftar semakin bertambah dari tahun ke tahun dan presentase wajib pajak 
efektif juga semakin meningkat. 
Untuk mengolah data dan menghitung presentase wajib pajak efektif 
adalah sebagai berikut: 
  
  
Penyampaian surat pemberitahuan tahunan merupakan salah satu indikator 
dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Karanganyar. Penulis menggunakan perhitungan sederhana untuk 
mengolah data yang ada, yaitu membandingkan antara jumlah wajib pajak 
yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dengan jumlah wajib pajak 
efektif. Dari perhitungan tersebut akan diperoleh persentase tingkat kepatuhan 
wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Berikut ini 
adalah daftar penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan di 





Daftar Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 




Lebih Byar Jumlah 
2008 10.044 2.111 27 12.182 
2009 26.112 2.324 39 28.475 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi/SIDJP 
Untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan 
Pratama Karanganyar digunakan rumus sebagai berikut: 
 
 
Dari perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut dapat dilihat tingkat 
kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajaka Pratama Karanganyar. 
Tabel III.4 
Tingkat Kepatuhan Penayampaian Surat Pemberitahuan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar 
Tahun Wajib Pajak Efektif SPT Tahunan Presentase Kepatuhan 
2008 30.517 12.182 39,92% 
2009 35.952 28.475 79,20% 
Rata-rata presentase 59,56% 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar atas pelaporan surat 
pemberitahuan tahunan pajak penghasilannya pada tahun 2008 sebesar 
39,92% dari jumlah wajib pajak efektif dan tahun 2009 sebesar 79,20% dari 
jumlah wajib pajak efektif. 
Pada tahun 2008, tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan 
tahunan pajak penghasilan mencapai angka 39,92% dari total wajib pajak 
efektif, jika dibandingkan dengan rata-rata dua tahun, maka angka tersebut 
berada di bawah rata-rata sebesar 59,56%. Sedangkan pada tahun 2009 
mencapai angka 79,20% dati total wajib pajak efektif, maka angka tersebut 
berada di atas rata-rata. 
Gambar III.3 
Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian Surat 
Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar
 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan pada KPP Pratama Karanganyar 
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Tingkat kepatuhan wajib pajak atas pelaporan surat pemberitahuan 
tahunan pajak penghasilan dapat dijadikan tolok ukur untuk dapat menentukan 
bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai 
konsekuensi dari diterapkannya self assessment system dalam sistem 
perpajakan di Indonesia. 
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat kita lihat bahwa dari tahun 2008 
(sebelum adanya drop box) ke tahun 2009 (setelah adanya drop box) tingkat 
kepatuahan wajib pajak atas pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak 
penghasilan mengalami kenaikan yang besar. Dengan adanya kenaikan tingkat 
kepatuhan wajib pajak atas pelaporan surat pemberitahuan pajak tahunan 
penghasilan pada Kantor Peyanan Pajak Pratama Karanganyar diharapkan 
penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar juga akan 
meningkat. Untuk mengetahui peranan penggunaan drop box dalam 
penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, penulis 
akan melakukan pembahasan dengan menyajikan data penerimaan pajak 
sebelum adanya drop box (tahun 2008) dan penerimaan pajak setelah adanya 











Realisasi Penerimaan Pajak Pengahsilan Pasal 25/29 Badan dan Orang 
Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
Keterangan 2008 ( Rp ) 2009 ( Rp ) 
PPh Pasal 25/29 Badan 36.227.625.327 48.271.901.497 
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 2.135.053.661 2.401.448.190 
J U M L A H 38.362.678.998 51.062.994.090 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 
25/29 untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar tahun 2008 dan 2009 mengalami 
peningkatan. Yang semula Rp38.362.678.998 pada tahun 2008, menjadi 
Rp51.062.994.090 pada tahun 2009. Nilai tersebut mengalami kenaikan 
sebesar Rp12.700.315.092 atau sebesar 33,11%. Nilai ini didapat dari 
membandingkan selisih antara penerimaan pada tahun 2008 dan 2009 dengan 
penerimaan pada tahun 2008. 










Kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 untuk wajib pajak 
badan dan wajib pajak orang pribadi membuktikan bahwa penggunaan drop 
box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar secara tidak langsung 
memiliki peranan dalam penerimaan pajaknya. Dengan penggunaan drop box 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dapat meningkatakan 
kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak tersebut 
maka penerimaan pajak pun akan naik, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 



















Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab-bab sebelumnya, termasuk pengolahan data dan fakta yang diperoleh dari 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penggunaan drop box berdampak padak naiknya kepatuhan wajib pajak. 
Hal ini terlihat dari naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2008 
yang semula 39,92% dari total wajib pajak efektif menjadi 70,20% dari 
total wajib pajak efektif pada tahun 2009. 
2. Drop memiliki peranan secara tidak langsung dalam upaya peningkatan 
penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Hal 
ini terbukti dari naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor 




Setelah penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dampak 
penggunaan drop box terhadap kepatuhan wajib pajak dan peranannya dalam 
upaya peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar, penulis dapat menemukan kelebihan dan kelemahan serta 
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keterbatasan terkait dengan hal tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan 
yang dapat ditemukan penulis adalah sebagai berikut: 
1. Kelebihan 
Dengan adanya drop box memberikan kemudahan kepada wajib pajak 
dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilannya, sehingga 
wajib pajak tidak perlu repot dan kehilangan banyak waktu untuk 
mengurusi penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak 
penghasilannya. Selain itu, drop box membantu mengurangi panjangnya 
antrean yang terjadi di Kantor Pelayanan Pratama Karanganyar. 
2. Kelemahan 
Kurangnya informasi mengenai drop box dan dimana lokasi lokasi 
drop box ditempatkan, sehingga bnyak wajib pajak yang belum 
mengetahui apa kegunaan dan lokasi drop box ditempatkan. 
3. Keterbatasan 
Keterbatasan dari program drop box adalah pengolahan surat 
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menjadi lebih rumit, karena 
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dipisahkan 
berdasarkan wilayah masing-masing dimana wajib pajak terdaftar. 
 
C. Saran 
Karena masih ada kelemahan dan keterbatasan yang terkait dengan 
dampak penggunaan drop box terhadap kepatuhan wajib pajak dan peranannya 
dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Karangnayar, penulis menyumbang saran kepada Kantor Pelayanan 
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Pajak Pratama Karanganyar selaku pengelola pajak untuk memberikan 
informasi dan sosialisasi yang lebih deteil tentang penggunaan drop box dan 
lokasi diman drop box ditempatkan. Sehingga akan lebih banyak wajib pajak 
yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilannya 
melalui drop box dan akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak 
dan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pratam Karanganyar. 
Sedangkan terkait dengan keterbatasan program drop box penulis 
menyumbang saran untuk memisahkan kotak antar surat pemberitahuan 
tahunan pajak penghasilan untuk wajib pajak dari dalam wialyah kerja Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dengan surat pemberitahuan tahunan 
pajak penghasilan wajib pajak dari luar wlayah kerja Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Karanganyar. Sehingga setelah sampai di kantor, petugas tidak perlu 
lagi memisahkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak 
di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pratama Karanganyar dengan surat 
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak dari luar wilayah kerja 
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